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ABSTRAK 

Program Sarjana Universitas Nasional 
Program Studi Ilmu Hukum 

Skripsi, 26 Agustus 2023 
 

A. Nama Penulis : Dedy Iwa Maulana 
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416216 
C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Melaporkan SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim) 

D. Jumlah Halaman : Halaman pengantar xii, halaman isi 155 
E. Isi Abstrak : Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara 

yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang (UU) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) 
Huruf c dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU No. 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang termaktub sifat 
kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Adapun rumusan masalah yaitu: 
1) Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam UU HPP tentang Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?.              
2) Apakah Penegakan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP 
tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi sudah memenuhi rasa keadilan?. Adapun tujuan dari pajak ini 
adalah untuk penerimaan Negara dan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak 
yang bersifat sebagai sarana terakhir (ultimum remedium), karena pidana 
merupakan kontra produktif dengan fungsi penerimaan pajak. Adapun metode 
pengumpulan data menggunakan data primer. Setelah melakukan penelitian 
Penulis menemukan ada perbedaan pendapat dalam penegakan hukum dalam 
penerapan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP berkenaan 
dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 
Orang Pribadi, sehingga sanksi pidana tidak sesuai dengan rasa keadilan, 
Peraturan Perpajakan telah diatur secara rinci pada Pasal 39 Ayat (1) Huruf c, 
Ultimum remedium dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP, dimana 
pidana dapat diganti dengan sanksi administrasi berupa tambahan denda antara 
100% s.d. 300% dari pajak yang tidak atau kurang bayar. 

F. Daftar Pustaka : 31, (Tahun 1987-2018) 
G. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. 
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ABSTRACT 

Degree program National University  
Legal science study program 

Faculty of law 
Essay, 26 Agust 2023 

 

A. Author's Name : Dedy Iwa Maulana 
B. NPM : 193300416216 
C. Essay Title : Juridical Review The Law Of Enforcement Of 

The Criminal Acts Of Individual Taxpayers Not Reporting Annual Personal 
Tax Return  Income In View From The Law Of Harmonization Of Tax 
Regulations (Case Study Case Number: 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim) 

D. Number of Pages : Introduction page xii, Essay content page 155 
E. Abstract Contents : Taxes are mandatory contributions to the State 

owed by individuals or entities that are coercive based on the Law by not 
receiving direct compensation and are used for the needs of the State for the 
greatest prosperity of the people. Criminal sanctions in criminal acts of 
taxation in accordance with Article 39 Paragraph (1) Letter c of the Taxation 
Code as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of 
Tax Regulations, namely imprisonment and fines. The formulation of the 
problem is: 1) How are Criminal Acts arranged in the Law on Harmonization 
of Tax Regulations concerning Individual Taxpayers who do not report 
Annual Individual Income Tax Returns?. 2) Does the Enforcement of Article 
39 Paragraph (1) Letter c in the Taxation code as last amended by the Law of 
Harmonization of Tax Regulations regarding to Individual Taxpayers who do 
not report Annual Tax Return PPh Individuals fulfill a sense of justice?. As 
for the purpose of this tax is for state revenue and criminal sanctions in tax 
crimes which are as a means of last resort (ultimum remedium), because crime 
is counter productive to the function of tax revenue. The data collection 
method is done through primer data. After conducting research, the author 
found that there are differences of opinion in law enforcement in the 
application of Article 39 of the Law on Harmonization of Tax Regulations 
concerning Individual Taxpayers, so that criminal sanctions are not in 
accordance with    a sense of justice, the Tax Regulations have been regulated 
in detail in Article 39 Paragraph (1) Letter c, Ultimum remedium in Article 8 
paragraph (3) and Article 44B of the KUP Law and the Job Creation Law, 
where the crime can be replaced with an administrative sanction in the form 
of an additional fine of between 100% and 300% of unpaid or underpaid 
taxes. 
 

F. Bibliography : 31, (Years 1987-2018) 

G. Supervisor : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.
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